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Abstrak_Gedung Pemerintahan Terpadu merupakan pusat pelayanan administrasi, yang akan menjadi salah satu 
solusi dalam mengefisienkan sistem pelayanan pemerintah Kabupaten Bone yang relatif belum efektif. Gedung 
pemerintahan terpadu terdiri dari pusat pelayanan administrasi dan perizinan. Dalam bagunan ini, terdapat pula 
gabungan kantor dinas dinas. Gedung pemerintahan terpadu perlu perencanaan yang tepat, agar dapat menjadi 
pusat pelayanan yang efektif dan efisien bagi masyarakat Kabupaten Bone seperti mendapat pelayanan 
administrasi dan perizinan yang layak serta mempermudah antar instansi dinas yang berhubungan dalam 
melaksanakan tugasnya yang memerlukan desain ruang dengan pola pencapaian yang singkat, dengan 
menyesuaikan kegiatan dengan pelayanan.. Gagasan desain gedung pemerintahan terpadu ini dengan penerapan 
Arsitektur Neo Vernakular yaitu menerapkan  unsur budaya Kabupaten Bone  yang diungkapkan pada bentuk 
dasar arsitektur dengan penerapan konsep rumah panggung yaitu rumah adat (Bola Soba’) Kabupaten Bone, serta 
penerapan konsep arsitektur Neo-Vernakular pada fasad bangunan. 

 
Kata Kunci : Pelayanan: Gedung; Arsitektur Neo Vernakular; Kabupaten Bone. 

 

 

Abstract_The Integrated Government Building is an administrative service center, one solution to overcoming the 
ineffective Bone Regency government service system. The integrated government building consists of an executive and 
licensing service center and a combination of official offices. It can become an effective and efficient service center for 
the people of the Bone district. That is getting proper administrative and licensing services and making it easier for 
related service agencies to carry out their duties that require space design with a short achievement pattern because 
of adapting to activities with services. The application of Neo Vernacular Architecture supports the design idea. That 
is applying the cultural elements of Bone Regency, which is the primary form of architecture, by using the concept of a 
house on stilts, namely the traditional house (Bola Soba') of Bone Regency, as well as the application of the idea of 
neo-Vernacular architecture on the facade of the building. 

 
Keywords:  Service: Building; Neo-Vernacular architecture; Bone County. 

 

 

PENDAHULUAN 
 

 

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah memerlukan sarana dan prasarana, yakni 
kantor yang representatif. Kantor pemerintahan merupakan wadah aktifitas penyelenggaraan 
pemerintah daerah. Kantor pemerintah memerlukan tuntutan khusus, yakni wadah yang 
berperang sebagai simbol filosofis, fungsional, dan teknis, serta fungsi keterbukaan sebagai simbol 
wakil dari masyarakat suatu daerah. Seiring dengan laju pertumbuhan perekonomian dan 
pembangunan yang semakin pesat dan jumlah penduduk yang terus meningkat, maka meningkat 
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pula tututan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan yang profesional, efisien efektif, 
transparan, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat. 

Berdasarkan hasil survey, latar belakang dibutuhkannya kantor gabungan dinas-dinas di 
Kabupaten Bone, diantaranya beberapa kantor dinas-dinas yang ada di pusat kota Kabupaten Bone 
tidak teratur letaknya sehingga pola tata ruang kurang tertata dengan baik. Selain itu kondisi 
bangunan pada umumnya kurang baik dan tidak memenuhi syarat bangunan kantor pada 
umumnya. Jarak antar bangunan yang relatif berjauhan sehingga kurang efiktif dan efisien. Serta 
pelayanan yang ditinjau dari segi koordinasi lembaga kerja yang saling berkaitan antar dinas serta 
pelayanan terhadap masyarakat membutuhkan pelayanan yang lebih cepat dan tepat. 

 

Gambar 1.  Letak Kantor Dinas di Kabupaten Bone 
Sumber: Olah data, 2021 

 

Penyebaran lokasi kantor dinas dinas di Kabupaten Bone, dianggap kurang efektif, efisien dan 

memadai serta jauhnya jarak antar kantor dinas dengan lainnya untuk mendukung kebijakan 

pembangunan dan pelayanan masyarakat di berbagai bidang. 
 
 

METODE 
 

Adapun metode yang di gunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:  
1. Metode Pengumpulan Data, Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi lapangan, 

studi pustaka (literatur), dokumentasi lapangan dan wawancara pengelola. Observasi 
dilakukan dengan cara mengamati kondisi fisik lapangan dan kelangsungan aktivitas sehari-
hari yang terjadi.  

2. Metode analisis data merupakan penjabaran dari masalah-masalah yang ditemukan dan 
menganalisisnya berdasarkan literatur yang relevan atau sesuai dengan permasalahan 
tersebut sehingga memperoleh dasar perencanaan dan perancangan gedung pemetintahan 
terpadu dengan pendekatan Arsitektur Neo-Vernakular 

  
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
A. Lokasi Perancangan 

  RTRW Kabupaten Bone 2012-2034 pada pasal 10 “Pusat-pusat kegiatan yang ada di 
Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi: a. PKW; b. 
PKLp; c. PPK; dan d. PPL. (2) PKW. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu 
kawasan perkotaan Watampone yang meliputi Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete 
Riattang Barat, dan Kecamatan Tanete Riattang Timur.” 
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Gambar 2.  Lokasi Perancangan 
Sumber: Olah data, 2021 

B. Gagasan Site Plan 
 

Berdasarkan hasil analisis tapak, maka di dapatkan gagasan pengolahan tapak dalam 
perancangan tapak dengan luas 1.8 Ha. Berikut gambar hasil pengolahan tapak perancangan 
gedung pemerintahan terpadu Kabupaten Bone. 

 
                                                                                        Gambar 3. Gagasan Site plan 

Sumber: Olah Data, 2021 
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C. Konsep Bentuk Bangunan 

Bentuk bangunan merupakan hasil perpaduan antara prinsip pendekatan desain dan 
data eksisting tapak. 

 

 

Gambar 4.  Konsep Bentuk Bangunan  
Sumber: Olah Gambar, 2021 

 
D. Konsep Struktur Bangunan 

 
Untuk struktur pada bangunan gedung pemerintahan terpadu ini, pada bagian 

struktur bawah menggunakan pondasi rakit serta pondasi tiang pancang, pada struktur 
tengah menggunakan kolom beton bertulang dan pada struktur atas menggunakan rangka 
atap baja. 

 

  
 

Gambar 5.  Konsep Sistem Struktur Bangunan  
Sumber: Olah Gambar, 2021 
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E. Konsep Pendekatan Arsitektur Neo-Vernakular 

 Penerapan Arsitektur Neo-Vernakular pada bangunan terdapat pada beberapa 
bagian yaitu pada bagian atap yang menonjolkan bentuk timpa laja dan di bagian fasad 
bangunan serta  penerapan simbol simbol bangunan tradisional Bone pada ornamen 
bangunan. 

 

 
 

Gambar 6.  Penerapan Pendekatan Arsitektur Neo Vernakuler  
Sumber: Olah Gambar, 2021 

 

 
Gambar 7.  Penerapan Arsitektur Neo Vernakuler pada Detail Fasad 

Sumber: Olah Gambar, 2021 
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Gambar 8. Neo Vernakuler pada Detail Fasad 
Sumber: Olah Gambar, 2021 

 

F. Perspektif 

 

      Gambar 9. Hasil Desain 
Sumber: Olah Gambar, 2021 
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KESIMPULAN 

Perencanaan dan perancangan Gedung Pemerintahan Terpadu Dengan Pendekatan 
Arsitektur Neo Vernakular Di Kabupaten Bone bertujuan untuk memudahkan proses pelayanan 
administrasi dan perizinan bagi masyarakat Kabupaten Bone. Dengan penerapan Konsep Arsitektur 
Neo Vernakular dapat memberikan kesan yang baik untuk mengenalkan ikon Kabupaten Bone atau 
Ciri khas arsitektural Kabupaten Bone. Gedung pemerintahan terpadu ini dapat menjadi salah satu 
solusi bagi  masyarakat Kabupaten Bone dalam urusan administrasi, perizinan serta 
mempermudah kerjasama antar instansi yang saling berkaitan dengan solusi desain yang dirancang 
menyesuaikan kondisi lingkungan, aktifitas pengguna. Gedung pemerintahan terpadu ini juga dapat 
menjadi salah satu ikon Kabupaten bone dengan konsep arsitektur Neo Vernakular. 
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